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1, Undang-Undang Namer 14 Tahur. 1950 tentar.g Pemt>ar.tuJ,.an 
Oaeran-Daeran Kabupaten dalam lingkungan Prcv11•s1 Jawa 
Baral (Serita Negara Tahun 1950); 

2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih can Beoas da, Korupsi. 
Kolus, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negar., R~ublik 
Indonesia Nomor 3851); 

3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndooes,a Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubti .. Indonesia 
Nomor 4286); 

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbeadaharaan 
Negara (Lemuaran Negara Republil< h1do~t>,Sia T shun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Nega,a Republr< lndcnesia 
Namer 4355). 

5. Uncang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten!ang Pemenl<saan 
Pengelolaan dan Tanggun9 Jawab Keuangan Negara 
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. 
T arnbehan Lembaran Nega,a Republik Indonesia Nomor 4400): 

Mengingat 

a banwa dalam rangka melaksanakan penetausanaan barang 
~ersed,aan d• Satuan Keqa Perangkat Oaerah, ma'.<.a pert~ 
adar;ya Standar Operassonal Prosedur (SOP) Pergelolaan 
Barang Persediaen di ringkungtin Pemerintoh f<;abu.p:,tl!m 

Bekasi: 
b. bahwa berdasafl<an pertimbangan sebagaimana dn11>'<Sud pada 

h•Jruf a di atas, perfu menetapkan Peraturan Bup:'!ti tentang 
Standar Operasional, _Prosedur (SOP) Pengelo'aan Batal'!g 
Persediaan di lingkungan Pemelintah Kabupaten Beka!L 

Menimbang 

BUPATI 8EKASI, 

OENGAN RAl-i!l,I.ATnJHAN YANG MAHA ESA 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN BAf<ANG 
PERSEOIAAN 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KA8UPATEN 8EKASI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATl 8EKASI 
NOMOR 4? TAHUN 2015 

BUPATI BEKASI 

• 



6 lJroang-Und$ng Nomo, 12 Tahun 2011 ter!ilng Pem.."enl\ll<.l~ 
Pera:uran Perundang-undangan (Lembaran tJ,ega'ci Repub!ik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tarnbahan Lem~"'" l~egara 
Repubhk Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentar.g Pemerintahan 
Oaerah (Lemoaran Negara Republfk :ndones!a TfVlun 2014 
Nomor 244, Tambanan Lembaran Negara R,apub6k Indonesia 
Nomor 5587): 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2C05 tentang S•.andar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republilc :r.do'leSia 
Tahun 2004 Noll'or 49, Tambahan Lembaran Negara Repubh1< 
Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomo• 123. T2"1bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia N<>mor ~105): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200~ :entang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Repubhl< 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamb.;han l.embaran 
Negar .. Republik Indonesia Nomor 4578); 

IO. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubfik lr.donesia 
Nornor 1593); 

II. Peraturan Pemerinlah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
?engelolaan Barang Milik NegaratD-erah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan 
Lembarang Negara Nomor 5533); 

12. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2·1 Tahun 2011 ten.a~g Pernturan 
Keduam Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ter,tang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Baran9 Mitik Oaerah: 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

JS. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tat,un 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelotaan Keua"9an Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi T ahun 2007 No:nor 1); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tah-Jn 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Dae,ah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6): 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tat,un 2011 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang M~ik Daerah; 

- 

• 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah SE!:aga, unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupat&n B&kasi. 

2. Bupati adalah Bupati Bekasi. 
3. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutn~-a disingkat SKPD adalah oe:angkat 

daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku pengguna barang. 

4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau dipe<oleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Bels.nja Oaerah alau perolehan lainnya ,ang sah. 

5. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau pefiengkapa!l yang 
dimaksud untuk mendui<ung kegiatan operasional pemenntah, dan barang-barang 
yang dimaksudkan untuK d1jual atau diserahkan dalam ra119ka pelayanan kepada 
masyarakat. 

6. Pengelola Barang M1lik Daerah adalah Pejabat yang oen·.-enan!: oan 
bertanggungjawab malakukan koordinasi pengelolaan barang mi!il<. daerah • . 

7, Pengguna Barang Milik Daerah adalah Pejal:lat -~mega!lg kewe11angan 
penggunaan barang milik daerah. 

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK &dala.~ 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksar.akan satu atau beberat)3 k9!)1atan ~rt 
suatu program sesuai dengan bidang tuga,;nya. 

9. ?enyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi togas un1uk m,morima, 
menyimpan dan rnengetuarkan barang. 

tO. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi :Ugas untuk men3urus barang 
daerah dalam proses pemaka,an yang ada disetiap SKPDfJnft kerja. 

11. Tim Stok Opname Fisik Persediaan adalah tim yang diangkat berdasarxan surar 
keputusan kepala SJ<PD yang beranggotakan pegawai negeri pada untt keq,i SKPO 
yang bertugas melaksanakan pemeriksaan fisik persediaan d"empat peny;mpanan 
persediaan 

12. Pengadaan adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan barang daerah. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PEAATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASiONAL 
PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG PERSEOIAAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKAS! 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

1, Perawran Oaerall Kabul>'Jten Bekasi NcM0<"8 T~IXJ> 2014 
teniang Orgamsas1 Perangkat Daerah Kabupai.i::Cl Sekas, 

' (Lambaran Daerah Kabupaten Bekas, Tahun 20,J Nom;,r 8); 
19 Peraturan 8upa~ Bel<asi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar 

Operas1on.al Prosedur (SOP) Pengetolaan Ba.rang Mil•~ Da&ran 

• 



11) Persediaan adalah barang yang diperoleh aengan maksud untuk me'ldukung 
kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimal<Sudkan untuk 
dijuaVdiserahkan dalarn rangka pefayanan masyarakal 

(2) Jems-jenis persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). adalah 

A. Persediaan. Habis Pakai. adalah barang-barang yang bekas peogg:,raannya 
tidak dapa1 digunakan kembali. misalnya ATK, kertas. bahan cetak, suku 
cadang dan lain-lain. 

B. Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat d,Jun3kan 
berulang kali, misa:nya box me, komponen peralatan dan lain-lain 

C. Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat 
digunakan misalnya p;pa air, pipa b&si dan lrun-lain. 

0. Persediaan untuk d1jual. misalnya Aspal dalam Drum, Oba:-ot:a1an. alat-alat 
kedokteran, bibit, benih ikan dan lai;i-lain. 

Pas.a'4 

Yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk mengs>tur mengenai 
peoatausahaan barang persediaan di Saluan Keria Perangkat Oaerah (Sl<PO) dan unit 
kerja dan atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) SKPO. 

Pasa!3 

BAB Ill 
RUANG LINGKUP 

MaKsud d1susunnya Slandar Operasional Prosedur (SOP) penge!olaan barang 
persediaan di llngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Beka'SJ adalah untuk 
mernbenkan petunjuk te'<nis kepada SK?D yang terka~ data"' petaxsanaan 
penatausahaar. barang persediaan SKPD. 

Pasal2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

13 Rencana Ke1)3 <iat1 Anggat,m yang se>anJutnya dismgl<3t RKA adala, Reeeana 
Ke<Ja dan Anggara~ pa<la Saxran Ke')<I Pe,angJ<at Oaetah. 

14 Pe.na~sahaan ad.:3lah rangkalan keg,atan yang mefrputJ pembukuan, 1nven:arisasi 
dan pelaporan barang m1hk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan oerundang­ 
undangan yang bertaku 



Pihak-pthak yang terkait dalam penatasahaan persediaan meliputi : 

a. Pejabat Pelaksana Teknis Keg,atan (PPTI<); 
b. Tim stok opname fisik persedlaan: 

c Penyimpan barang; 

d. Pengurus barang; 

e Pejabat Pengelola Keuangan SKPO, dan 

f. Sadan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah (BPKAD). 

Pasa18 

1) Pengelolaan barang persediaan milik Pemerintah Daerah sebagaimana domaksud 
pada pasal 6 diakui saat diterima atau hak kepemilil(anr.ya can atau 
kepenguasaannya berpindah. 

2) Pada akhir penode pelaporan, barang persediaan dicatat betd3sarkan hasa 
inventarisasi fisik dan n:lai berdasarkan harga bell terakhir. 

13) Untuk persediaan barang cetakan yang sudah dipcoforasi dieatat sebes3r nilai 
nominal barang. 

14) Per.,ediaan barang cetakan sebagai.nana d:maksud ayat 3 (tiga) ada:ah karcis 
pendapatan retribusi. 

Pasal7 

Pen.atausahaan persediaan merupakan sistem yang djgunakan untuk -nencatat semua 
<:egiatan yang berkaitan dengan pengelolaan barang persediaan mdik Pemerintah 
Daerah 

PasalS 

BABV 
PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN 

1 Perencanaan kebutuha.n ba.rang persediaan disusun dalam re.ncana ketj~ oain 
anggaran SKPD setelah memperhatikan sisa persediaan yang ada. 

2 Sosa persedoaan akhir tahur. diperho!ungkan dalam penyusunan ~K°' tahun 
anggaran berikutnya 

PasalS 

BABIV 
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 



Pengur.is barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d bf,rtugas merr.banl'J 
penyimpan barang dalam pendistribusian barang persediaan. 

Pasal 12 

Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c bertug~s· 

a. menerima. menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; 

b. menelili dan manghimpun dokumen pengadaan barang yang diterimanya, 

c. mer.eliti jumlah dan kualitas barang yang drterima sesuai dengan dokumen 
pengadaan: 

d. mencatat barang persediaan yang diterima kedalant buku/kartu barang, 

e. membuat laporan penerimaan, per.yaluran/pendislribusian dan srsa oarang 
persediaan yang dikelolanya: dan 

f. melakukan inventarisasi fisik barang persediaan. 

Pasal11 

(1) Tim stok opname fisik persediaan sebagaimana dimal<sud pada Pasat 3 t1uruf b 
bertugas melakukan pemenksaan fisik persediaan yang ada dilempat peny,mpanan 
atau gudang sel<Urang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. 

12) Siok opname bertujuan untuk menguji kesesuaiaa antara loporan balang 
persediaan dengan kuantitas fisik dan kualitas fis1k barang persediaan yang 
hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil stok opname barang persediaan 

13) Format Serita acara hasd stok opname barang persediaan sebaga,mana dmaksu<I 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bag1an bdak 
terpisahkan dari Peraturar. Bupati ini. 

(4) Tim stok opname fisik persediaan dibentuk <!e:-,gan surat keputusan kepala SKPD 
dengan beranggotakan sekurang-ku:angnya 3 (tiga) orang pegawa negeri di 
lingkungan SKPD tersebut, dengan pengewalian penyimpan ba:ang pengurus 
barang, PPTK dan PPK tidak boleh menjadi anggota tim opname flsik perseeiaan, 

Pasal 10 

• Peiabat Pelaksana Teknts Keg,atan (PPTK) sebagaimana dima~sud pada Pasal 8 
huruf a bertt,,g_as menyed,akan data yang diperlukan alas per.,belianlpe,,gadaan 
barang persediaan yang 1<emud1an drserahkan kepada penyimpan barang. 

:2 Da1a sebagaimana dnnaksud pad a ayat (1) te«liri dari: 

a 1runans1 pembehan/peaqadaan barang persediaan; can 
b. Berna Acara Serah Terima Barang (BASTB) pembelianlpengadaan barar.g 

petsediaan. 

Pasal 9 



Dokumen-cokumen yang terkait dalam penatusahaan persediaan meliputi. 

a. daftar pengadaan barang; 

b. buku barang: dan 

c, kartu barang. 

Pasaf 17 

(1) Hasil pelaksanaan pengadaar: barang persediaan sebagaimana dimaksud pada 
Pasa! 15 drterima oleh peoyornpan barang. 

(2) Penylmpan barang berkewajiban melaksanakan tugas administrasi ;,<J'>erimaan 
barang persediaan. 

(3) Penerimaan barang persediaan selanJutnya disimpan dalam gudang atau tempat 
penyimpanan. 

(4) Setiap akhir semester dan akhir tahun penyimpan barang melaksanakan 
inventarisasi fisik barang persediaan. 

(5) Hasil inventarisasi r1Sik dituangkan dalam berita acara invcntarisasi :>arang 
persediaan dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola l(euangen f;l(PD. 

(6) Format berita acara inventarisasi barang persediaan tercantum dalam La•npiran fl 
yang merupakan bagian tidak :erp1sahkan dar! Peraturan Bopati ini 

Pasal16 

Barang persediaan dapat diperoleh dari pangadaan maupun hibah. 

Pasal 15 

BABVI 
PENATAUSAHAAN BARANG PERSEOIAAN PAOA SKPD 

Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 
hurw f bertugas: 

a. menghimpun laporan tentang barang persediaan dari seturuh SKPO: 

t,. membuat rekapitufasi laporan semesteran persediaan: dan 
c menggunakan data barang persediaan SKPO yang dihimpun untol: penyusunan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggarar. Pendapatan dan Bela$ 
Daerah (APBO). 

Pasal 14 

Pejabat Pengelo!a Ke<iangan sebagaimana dima!<sud pada Pasal 8 huruf e t>ettugas 
mencatat n,;,,, s,sa persediaan barang sebagai bahan ""lam penyusU11an •aporan 
keuangan SKPO. 

Pasal13 



(1) Setiap akhir bulan penyimpan barang melaporkan data s•sa p<,rsedian kepada 
Pejabat Pengelola Keuangan SKPD. 

(2) Data sisa persediaan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca SKPO. 

(3) Alur penatausahaan barang persediaan barang paka1 habis di SY.PO terdapat di 
Lampiran VI peraturan ini 

(4) Alur penatausahaan barang persadtaan non barang pakai habis ter,1apat di 
Lampiran VII peraturan ini. 

(5) Barang persediaan non barang paka; habis sebagaimana dimaksud pada ayal (4) 
adalah barang yang dianggarkan dan diber. dengan maksud untuk diserahkan 
kepada masyarakat. 

Pasaf 21 

(1) Kartu barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan kartu yang 
dtgunakan uotuk mencatat penerimaan dan pengeruaran cer jenis barang 
persediaan. 

(2) Format kartu barang sebagaimana dimak.;ud pada Pasal 17 hun.i c tersebut dalam 
lampiran V Peraturan mi. 

Pasal20 

(1) Buku barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b :ncrupakan buku 
untuk mencatat barang persediaan yang diterlma dan dikeluarkan oleh penyimpan 
barang. 

12) Format buku barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b tersebo: dalam 
Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

Pasal 19 

1) Oaitar pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a 
merupakan daftar yang dfQunakan untuk mencatat pengadaan barnng persodi-aan. 

12) Fo,mai daftar pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut 
da!am t.ampnan Ill Peraturan Bupati ini. 

Pasal18 



(4) Setiap akhir semester dan akhir tahun pengurus barang UPT SKPD me ,~sanakan 
.. inventarisasi fisil< barang persediaan. 

(5) Hasil inventarisasi f:sik drtuangkan dalam berita acara inventarisasi barang 
persediaan dan disampaikan kepada Kepala SKPO. 

(6) Fo, mat Serita Acara Pe,tutuogan FiSik Persediaan teroapat paoa Lampir3n VIII 
peraturan ini. 

(7) Alur penatausahaan b&rang persediaan di Unit Pelaksana Teknis (UP-:-) SKPO 
terdapat d, Lampiran IX peraturan inL 

(1) Setiap akhir bulan pengurus barang UPT SKPD menyampai~an data sisa 
persediaan kepada penyimpan baran~ SKPD. 

(2) Penyimpan barang SKPO merekap data-data persediaan dari pengurus b2rang unn 
kerja dan atau pengurus barang UPT SKPD serta sisa persediaan yang dil<M!a:,ya. 

(3) Rekapttulasi sisa persediaan disampaikan 1)€f'19urus barang kopada Penjabat 
Pengelola Keuangan SKPD yang digunakan sebagai bahan peny,,s,man neraea 
SKPD. 

Pasal 25 

• b. Buku barang: 
c kartu barang. 

Barang yang didistribusikan dan a\au digunakan dicatat oleh pengurus b2:ang ke dalam: 
a Oaftar pengadaan barang: 

Barang yang dibeli dan atau diterima oieh ~engurus barang unit ke.1a dan atau UPT 
SKPO dicatat di daftar pengadaan barang, buku barang dan kart" bar..n9. 

Pasal 24 

Pasal23 

Oalam SKPO terdiri dan beberapa urnt kerja dan atau UPT SKPD dapat menunjuk 
pengurus barang untt keqa dan atau pengurus barang UPT SK!>D untuk 
menatausahaka.n barar.g persediaan. 

Pasal 22 

BABVII 
PENATAUSAHAAN SARANG PERSEOlAAN PADA UNIT KERJA DAN 

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPD SKPD 



/j . ~G HASANAH YASIN 

/. 
~ ._ BUPATI BEKASJ.tf 

Oitetapl<an d1 Cikarang Pusat 
pada tanggal 4 ~o sc :.ber 2015 

Peraturan Bupab mi mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, m..menntahkan pengundangan Peraturan Supati ini 
dengan penempatannya dalam B~rita Oaerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 29 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Laporan seb.agaimana dlmaksud pada Pasal 26 huruf a dan b disampaikan kepada 
Bupati malalui Kepala Ba:lan Pengelolaan Keuangan dan Asel Oaerah. 

Paoal 27 

Peny,rnpan barang secara admi1lis1131lf wajio mempertanggungjawabkar. aras barang 
;.mg dikelola dan membuat lap<>1an pertanggungjawaban yang melipub 

d.. Laporan semesteran: 
h Laporan tanenan. 

Pasal26 

BABVIU 
PELAP'JRAN 


